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LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
Nomor 70 ‘TAHUN 1999 Seri B Nomor 67

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
' NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG
PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN SIMEULUE

DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
" Daerah « dan Peraturan PemerintahNomor 53 Tahun
1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di
Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, maka perlu
mengatur tentang Pajak Hiburan di Kabupaten
Simeulue;

b. bahwa untuk maksud tersebut periu
ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang
- Pembentukan Daerah * Otonom Propinst Aceh
(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 1103);
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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara
Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037); '

. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang

Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990

‘Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor

3427);

. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang

Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3684); '

. Undaﬁg—uﬁdang Nomor) 18 Tahun 1997 tentang

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685);

. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran

. Negara Nomor 3686);.

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang

Pembentukan  Kabupaten Simeulue di Wilayah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara

.~ Tabun 1996 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3644);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang
‘Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691);



9. Kepufusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan
Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Propinsi Daerah
. Istimewa Aceh.

MEMUTUSKAN

Menetapka.n PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
: . ISTIMEWA ACEH TENTANG PAJAK HIBURAN DI
KABUPATEN SIMEULUE.

BABI1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalahPropinsi Daerah Istimewa Aceh;
. b. Wilayah.adalah Wilayah Kabupaten Simeulue;
- ¢. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi
- Daeralt Istimewa Aceh;
d. Bupati adalah Bupati Simeulue;
.- Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Simeulue;
f. Kas Daerah adalah. Kas Daerah Propinsi Daerah
: Istimewa Aceh
g. Suku Dinas Pendapatan Daerah adalah Suku Dinas
Pendapatan Kabupaten Simeulue;
h. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Pungutan Daerah atas Penyelenggaraan Hiburan di
- Kabupaten Simeulue;
i. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau
- keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang
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‘ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan

dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas
untuk berolahraga;

Penyelenggaraan hiburan adalah perorangan atau
badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan
atas namanya sendiri atau dan atas nama pihak lain
yang menjadi tanggungannya;

. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang

mengahadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau
mendengar atan menikmatinya atau menggunakan
fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan
kecuali penyelenggara, karyawan, artis dan petugas
yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan;

Tanda masuk adalah tanda atau-alat yang sah dengan
nama dan dalam bentuk apapun yang digunakan untuk

- menonton, menggunakan atau menikmati hiburan;
. Surat Pemberitahuan’ Pajak Daerah yang selanjutnya
disingkat SPTPD.‘adalah surat yang digunakan oleh

Wajib Pajak cuntuk melaporkan penghitungan dan
pembayaran Pajak yang terutang menurut peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

. Surat.«Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya

disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh
Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau
ketempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala
Daerah Istimewa Aceh;

. Surat Ketetapan 'Pajak' Daerah yang selanjutnya

disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang
meénentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang

selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat

- Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak

yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok  pajak, besarnya  sanksi
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;



q. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT
adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan

- atas _]umlah pajak yang telah ditetapkan;

r. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang
selanjutnya  disingkat SKPDLB adalah Surat
Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaraan pajak kerena jumlah kredit pajak lebih
besar dari pajak yang terutang atau tidak secharusnya
terutang;

s. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya
disingkat SKPDN adalah Surat Keputusan yang
menentukan jumlah pajakyang terutang sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak, atan.pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak;

t. Surat Tagihan Pajak _Daerah yang selanjutnya.
disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan
Pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda. '

BABI1
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

(1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas
penyelenggaraan hiburan.

(2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

(3) Hiburan sebagaimaﬁa dimaksud pada ayat (2) antara
lain : _
a. Pertunjukan Film;
b. Pertunjukan kesenian dan sejenisnya;
c¢. Pagelaran musik dan tari;
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